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ABSTRAK

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,
Pasal 285 ayat (1) mengatur tentang persyaratan teknis dan laik jalan di jalan yang
tidak memenuhi standar. Dalam ketentuan tersebut salah satunya adalah larangan
penggunaan knalpot bising. Penelitian ini dilakukan di Polrestabes Bandung.
Pembahasan skripsi ini di fokuskan pada rumusan masalah yang pertama, bagaimana
penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap kendaraan bermotor
roda dua dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di kota Bandung?.
Kedua, faktor-faktor penghambat penegakan hukum oleh polisi lalu lintas terhadap
pengguna knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di kota Bandung?.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dari kajian ini dapat
disimpulkan bahwa, penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot tidak standar
dengan melakukan beberapa cara, cara preventif adalah dengan memberikan
sosialisasi ke sekolah, universitas, dan komunitas motor, bekerja sama dengan media
cetak / media sosial agar sosialisasi dapat menyebar secara merata kepada masyarakat
luas. Melakukan himbauan ditempat modifikasi motor agar tidak menjual kanlpot
racing dan mengkoordinir sekolah-sekolah dan kampus agar turut menerbitkan aturan
larangan knalpot demi perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan
terjadinya gangguan. Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum setelah terjadinya suatu bentuk tindak pelanggaran dengan
menerbitkan surat tilang. Serta dalam hal faktor penghambat penegakan hukum yang
dilakukan oleh polisi terhadap kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan
knalpot bising atau knalpot bukan standar di kota Bandung, yaitu fakor kesadaran
masyarakat dalam mematuhi peraturan.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Penggunaan Knalpot
Tidak Standar.

Palembang, Juli 2019

Pembimbing Pembantu,
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia selalu melakukan aktivitas hukum yang sering dilakukan dalam
kehidupan sehari - hari. Sebuah tindakan disebut perbuatan hukum jika
mempunyai akibat yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau
diakui oleh Negara.® Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat yang secara
resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau
otoritas melalui lembaga atau instansi hukum.? Pengaruh globalisasi di segala
bidang kehidupan berbangsa dan bernegara di masa kini tidak dapat terelakkan
dan sudah dirasakan akibatnya, hampir di semua negara, terutama di negara
berkembang. Pengaruh ini berupa lajunya perkembangan teknologi yang juga
diikuti dengan perkembangan perekonomian masyarakat.

Perkembangan perekonomian tersebut secara signifikan juga diikuti dengan
meningkatnya mobilitas masyarakat dari suatu daerah ke daerah lain. Pada
titik inilah, peranan penting transportasi juga akan semakin dirasakan.
Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak jaman
dahulu melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu tidak dapat dihindari ada
banyaknya sarana transportasi yakni berupa kendaraan bermotor yang

melintas di jalanan.

! Achmad Roestandi,2012, Etika dan Kesadaran Hukum, Jelajah Nusantara, Tangerang.

2 R.S0er0s0,1992, Pengantar llmu Hukum, Sinar Grafika, Bandung, him. 10.
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Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.> Kendaraan
bermotor menurut ketentuan Pasal 3 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55
Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :
Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a

berdasarkan jenis dikelompokkan ke dalam :

a. Sepeda Motor;

b. Mobil Penumpang;

c. Mobil Bus;

d. Mobil Barang;

e. Kendaraan Khusus.

Kendaraan bermotor Kkini juga berfungsi sebagai penunjang penampilan
pemiliknya, tampilan asli dari kendaraan bermotor terkadang kurang
memuaskan bagi pemiliknya, sehingga mereka merasa perlu untuk melakukan
modifikasi. Proses modifikasi dari yang ringan sampai yang benar - benar
merombak hampir seluruh tampilan kendaraan bukan lagi suatu pemandangan
aneh. Alasan sebenarnya adalah hanya untuk lebih gaya. Perpaduan berbagai
aksesoris maupun piranti bodi, plat nomor, lampu utama, knalpot, dan
sebagainya, bisa membuat kendaraan benar - benar menarik, lebih bagus atau
manis, tergantung selera.

Salah satu dampak negatif dengan melakukan modifikasi terhadap kendaraan

bermotor roda dua yang pada dasarnya kurang memperhatikan keselamatan

3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Xiv



pengendara serta kadang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Selain
harus aman dan nyaman saat dikendarai, motor yang melalui rangkaian
modifikasi hendaknya juga memperhatikan norma keselamatan pengendara
lain.
Adapun mengenai modifikasi menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menjelaskan bahwa :
Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi
teknis dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan

Bermotor.

Modifikasi tersebut memang menghasilkan kepuasan tersendiri bagi
pemiliknya, akan tetapi sangat disayangkan karena hasli modifikasi tersebut
tidak memperhatikan norma dan kaidah hukum, sehingga modifikasi tersebut
berakibat melanggar hukum yang ada. Contohnya adalah penggunaan knalpot
kendaraan bermotor yang melebihi ambang batas kebisingan. Ambang batas
kebisingan kendaraan adalah batas maksimum energi suara yang boleh
dikeluarkan langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan.* Tidak
sesuainya Knalpot yang digunakan pada kendaraan bermotor dapat
mengganggu pengendara lain karena suara yang dihasilakan sangat berisik
atau kasar.

Kendaraan roda dua merupakan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Sepeda motor sendiri ada, untuk membantu kegiatan sehari - hari masyarakat.

Selain itu juga digunakan sebagai kendaraan untuk mempercepat perjalanan

4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009 tentang Ambang Batas
Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru.
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pengguna sepeda motor. Sepeda motor bukan hanya berfungsi sebagai alat
transportasi tetapi juga sebagai identitas seseorang dengan semakin banyaknya
masyarakat terutama anak muda yang menggunakan sepeda motor dengan
knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan. Tujuan dari penggantian
Knalpot tersebut agar meningkatkan performa power pada motor, akselerasi
dan torsi pada sepeda motor.

Di Kota Bandung masih banyak kasus yang terkait pada problematika
kesadaran hukum khususnya mengenai penggunaan knalpot yang melebihi
ambang batas kebisingan kendaraan bermotor roda dua atau bisa disebut
sepeda motor. Di Kota Bandung pada tahun 2016 tercatat 2.490.622 jumlah
penduduk yang diantaranya 1.257.176 jumlah penduduk laki - laki dan
1.233.446 jumlah penduduk perempuan.® Sepeda motor di Kota Bandung pada
tahun 2016 berjumlah 6.554.982 unit.® Kasus pelanggaran dengan mengganti
knalpot resmi dengan knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan bukan
merupakan kasus baru khususnya di Kota Bandung, akan tetapi hingga saat ini
pelaku pelanggaran yang menggunakan knalpot yang melebihi ambang batas
kebisingan masih banyak dijumpai. Pihak Kepolisian Resor Kota Besar
Bandung sudah sering melakukan razia atau pemeriksaan diantaranya pada

tanggal 11 Juli 2011 terdapat 227 kendaraan roda dua yang menggunakan

5 https://bandungkota.bps.go.id/statictable/2017/08/29/104/jumlah-penduduk-menurut-
kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-bandung-2016-.html, diakses tanggal 2 Desember 2018
pukul 12.50 WIB.

8 https://jabar.bps.go.id/statictable/2018/03/19/416/jumlah-kendaraan-bermotor-umum-dan-
bukan-umum-untuk-bpkb-menurut-cabang-pelayanan-di-jawa-barat-2016.html, diakses tanggal 2
Desember 2018 pukul 12.50 WIB.
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knalpot bising,” pada tanggal 27 Agustus 2014 terdapat 126 kendaraan roda
dua yang menggunakan knalpot bising,® dan 23 Januari 2015 terdapat 493
kendaraan roda dua yang menggunakan knalpot bising.® Pidana denda dan
penggantian knalpot bising ke knalpot standar kepada pelanggar - pelanggar,
hal tersebut tidak membuat jera para pengguna knalpot yang melebihi ambang
batas kebisingan.
Knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan atau yang biasa dikenal
dengan knalpot racing merupakan knalpot yang dijual di toko - toko variasi
belum memiliki surat lulus uji persyaratan teknis dari Dinas Perhubungan.
Adapun peraturan terkait yang mengatur mengenai knalpot racing yang tidak
memenuhi standarisasi dari prasyarat dinas perhubungan, yaitu :
1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan menjelaskan bahwa :
1) Pasal 48 ayat (2) menjelaskan bahwa :
Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. susunan;
b. perlengkapan;
c. ukuran;

d. Kkaroseri;

7 https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1686412/selama-9-hari-operasi-patuh-16647-

surat-tilang-ludes, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12.53 WIB.

8 http://www.tribunnews.com/images/regional/view/1295491/razia-knalpot-bising-di-

bandung, diakses tanggal 25 Oktober 2018 pukul 20.47 WIB.

9 https://www.merdeka.com/peristiwa/632-motor-dan-493-knalpot-bising-diamankan-polisi-

di-bandung.html, diakses tanggal 2 Desember 2018 pukul 12:55 WIB.
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e. rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya;
f. pemuatan;

g. penggunaan;

h. penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau

i. penempelan Kendaraan Bermotor.

2) Pasal 48 ayat (3) menjelaskan bahwa :

Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditentukan oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur
sekurang - kurangnya terdiri atas:

a. emisi gas buang;

b. kebisingan suara;

c. efisiensi sistem rem utama;

d. efisiensi sistem rem parkir;

e. kincup roda depan;

f. suara klakson;

g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

h. radius putar;

i. akurasi alat penunjuk kecepatan;

J.  kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

k. kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

3) Pasal 106 ayat (3) menjelaskan bahwa :
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4)

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan
wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik

jalan.

Pasal 285 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi
kaca spion, klakson, lampu umum, lampu rem, lampu penunjuk
arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan
kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat
(3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan piadana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Kendaraan, Pasal 66 menjelaskan bahwa :

1)

2)

3)

Kebisingan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat (2)
huruf b diukur berdasarkan energi suara dalam satuan disebel (A)
atau dB (A).

Energi suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi
ambang batas.

Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup.
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4) Dalam menetapkan ambang batas sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) harus berkoordinasi dengan menteri  yang
bertanggungjawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan

angkutan jalan.

3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2009
tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru,
menjelaskan bahwa :

Tabel 1

Kendaraan Bermotor Tipe Baru Kategori L Secara Dinamis

L Max dB(A)
Kategori Tahun Pemberlakuan
(i) (i)
L <80cc 85 77
Sepeda G T < 175 oc 90 80
Motor
L>175cc 90 83
Metode Pengujian ECE R-41-01

Sumber : Peraturan Mentri Negara Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2009.

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana
pelanggaran lalu lintas. Untuk itulah pemikirian ini diberi judul :
PENEGAKAN HUKUM PASAL 285 AYAT (1) UNDANG - UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT YANG

MELEBIHI AMBANG BATAS KEBISINGAN.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka yang menjadi

permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas
terhadap kendaraan bermotor roda dua dengan knalpot yang melebihi
ambang batas kebisingan di Kota Bandung?

2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap Pasal 285 ayat (1)
Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan
knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis data tentang :

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap
pengendara kendaraan bermotor roda dua yang menggunakan knalpot
yang melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung.

2. Kesadarah hukum masyarakat terhadap Pasal 285 ayat (1) Undang -
Undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap penggunaan knalpot yang
melebihi ambang batas kebisingan di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritias maupun
secara praktis.
Secara teoritias, diharapkan penelitian ini dapat berguna :
1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan

ilmu Hukum Pidana, khususnya ilmu Hukum Lalu Lintas;
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2. Untuk memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum mengenai
persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda dua
terhadap masyarakat, khususnya pengguna knalpot yang melebihi
ambang batas kebisingan;

3. Sebagai upaya dalam mewujudkan kesadaran hukum dalam berlalu

lintas.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Untuk institusi penegak hukum diharapkan lebih memahami
problematika kesadaran hukum yang terjadi di masyarakat Indonesia
terkait persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda dua,
sehingga dapat memberikan upaya penegakan hukum yang maksimal
guna menjaga keamanan dan ketertiban berlalu lintas;

2. Memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk dapat mengetahui
solusi yang dapat diterapkan untuk mewujudkan kesadaran hukum
terhadap persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor roda
dua;

3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi
para pihak yang berkepentingan dalam bidang lalu lintas, serta bagi
masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan - persoalan

yang berkaitan dengan hukum berlalu lintas.
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E. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya cangkupan untuk menjawab permasalahan -
permasalahan diatas, maka diperlukan adanya pembahasan dalam suatu ruang
lingkup. Untuk itu pembatasan skripsi ini terbatasnya pada penggunaan
knalpot yang melebihi ambang batas kebisingan kendaraan roda dua.

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Inti dan arti teori penegakan hukum (Law Enforcement) secara
konsepsional terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai - nilai yang
dijabarkan dalam kaidah - kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap
tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*®

Penegakan hukum merupakan suatu proses, pada hakikat nya yaitu
penerapan diskresi yang menyangkut perbuatan keputusan yang tidak secara
ketat diatur dalam kaidah hukum, akan tetapi kaidah hukum mempunyai unsur
penilaian pribadi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum
bukan semata - mata melaksanakan perundang - undangan, walaupun pada
kenyataan nya di indonesia kecenderungan nya demikian, sehingga pengertian
law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kencenderungan yang kuat
untuk mengartikan penegakan hukum adalah sebagai pelaksanaan keputusan -

keputusan hakim.

10 Soerjono Soekanto, 2014, Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan ke-13, hlm. 5.
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Demikian, masalah penegakan hukum pada pokoknya terletak pada faktor
- faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor - faktor tersebut sebagai
berikut :
a. Faktor hukum itu sendiri;
b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak - pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas untuk mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, vyaitu lingkungan dimana hukum tersebut
diterapkan; dan
e. Faktor kebudayaan, vyaitu sebuah karya, cipta, dan rasa yang

didasarkan dari karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas merupakan esensi dari penegakan hukum yang saling
berkaitan erat. Faktor - faktor tersebut juga merupakan tolak ukur dari efektivitas

penegakan hukum.

Teori penegakan hukum digunakan dalam membahas usaha - usaha yang
dilakukan dalam menanggulangi secara rasional tindak pidana yang terjadi di
masyarakat juga untuk menciptakan rasa keadilan serta berdaya guna. Penegakan
hukum juga mengandung arti bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan
yang bertentangan dengan aturan hukum, karena di dalam aturan hukum tersebut

terdapat ancaman sanksi berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

1 Ibid, him 9.
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2. Teori Efektivitas Hukum

Beragamnya pembahasan tentang teori efektivitas hukum dapat ditinjau
dari optik sosiologi hukum yang menggunakan pendekatan bahwa hukum
merupakan fenomena yang empiris, yang sifatnya hanya dapat dimengerti
hanya jika hukum itu dipandang dalam hubungannya dengan masyarakat.*?

Kesadaran hukum, Kketentuan hukum, dan efektivitas perundang -
undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan, terutama kesadaran
hukum dan ketentuan hukum yang sering dicampuradukan oleh orang.
Meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak pernah sama. Kedua unsur
itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang -
undangan di dalam masyarakat.

Kesadaran hukum yang dimiliki warga masyarakat belum menjamin
bahwa masyarakat tersebut akan menaati suatu peraturan hukum atau
peraturan perundang - undangan, kesadaran seseorang bahwa mencuri itu
salah atau mengetahui bahwa hal tersebut perbuatan jahat, belum tentu
menyebabkan orang itu tidak melakukan pencurian jika pada saat dimana ada
tuntutan mendesak. Salah satu contoh kesadaran hukum yang buruk adalah
seseorang semakin memiliki pengetahuan hukum mengetahui kemungkinan
proses banding dan kasasi meskipun ia sebenarnya sadar bahwa dirinya berada
dipihak yang salah.

Menurut H.C. Kelman®® ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan

kualitasnya kedalam tiga jenis. Adapun jenis tersebut yaitu :

12 Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum,
Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, Cetakan ke-2, him. 132.

13 1bid, him. 142.
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1) Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu peraturan hanya karena ia takut terkena sanksi;

2) Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap
suatu peraturan karena takut hubungan baiknya dengan seorang
menjadi rusak;

3) Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat
terhadap suatu peraturan benar - benar karena sesuai dengan nilai -

nilai intrinsik yang dianturnya.

Dengan mengetahui adanya tiga jenis ketaatan diatas, semakin banyak
warga masyarakat yang menaati suatu peraturan perundang - undangan hanya
karena dengan ketaatan yang bersifat compliance dan identification, berarti
kualitas ke efektifan suatu peraturan itu masih rendah. Sebaliknya, semakin
banyak warga masyarakat yang menaati suatu peraturan dengan ketaatan yang
bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas suatu peraturan

perundang - undangan itu.

Teori efektivitas hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan
ketaatan hukum warga masyarakat dalam hal ini adalah masyarakat kota bandung.
Teori ini akan dipergunakan untuk mengetahui faktor - faktor yang menyebabkan

efektif atau tidak efektifnya hukum berlaku dalam masyarakat kota bandung.

G. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian yuridis empiris atau yang bisa juga
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disebut yuridis sosiologis ini terdiri dari penelitian terhadap identifikasi
hukum.'* Dalam penelitian penulis akan melakukan identifikasi terhadap
penegakan hukum Pasal 285 ayat (1) Undang - Undang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kota Bandung.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan
melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap
mengetahui permasalahan mengenai sistem penegakan hukum Pasal
285 ayat (1) Undang - Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi buku
yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam
bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturang perundang -
undangan. Data sekunder di dalam penelitian ini terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu bahan - bahan hukum yang mengikat, yang terdiri peraturan
perundang - undangan yang memiliki kaitan dengan objek
penelitian. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian
ini meliputi :
a) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).
b) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan.

14 Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, him. 42.
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c) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan.
d) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun
2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor
Tipe Baru.
2) Bahan Hukum Sekunder
Yaitu bahan - bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan - bahan hukum primer, di dalam
penelitian ini meliputi Yurisprudensi, Doktrin, Asas - asas hukum
pidana yang berhubungan dengan pelanggaran Lalu Lintas.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah bahan yang berguna untuk
memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder. Di dalam penelitian ini
menggunakan bahan hukum tersier di bantu dengan bacaan -
bacaan yang berupa kamus, ensiklopedia, media cetak dan buku -
buku literature yang berhubungan dengan permasalahan dalam
skripsi ini.
Lokasi Penelitian
Adapun Lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu
di Kepolisian Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes Bandung).
Populasi dan Sampel
Populasi adalah keseluruhan satuan analisis yang hendak diteliti,

dalam hal ini adalah individu - individu responden. Unit analisis suatu
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penelitian dalam kajian komunikasi bisa berupa individu maupun
kelompok individu.'® Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan populasi
adalah keseluruhan anggota Kepolisian Resor Kota Besar Bandung.
Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili
populasi atau yang menjadi objek penelitian.'® Dalam penelitian ini
menggunakan metode purposive, yaitu pemilihan sekelompok subyek
berdasarkan pada ciri - ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan
yang erat dengan ciri - ciri atau sifat - sifat populasi, sampel data
penelitian ini adalah :
a. Pelaku pelanggaran sebanyak 25 orang.
b. Penyidik Satlantas Polrestabes Bandung 2 orang.
c. Masyarakat Bandung 25 orang.
5. Teknik Pengumpulan Data
a. Studi Lapangan
Data lapangan yang digunakan di dalam penelitian ini di dapatkan
melalui informasi dan data - data yang diperoleh di lapangan.
b. Studi Kepustakaan
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperolenh dengan cara
penelitian kepustakaan (Library research), yang berasal dari
peruaturan perundang - undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil

penelitian.

15 Hamidi, 2010, Metode Penelitian dan Teori Komunikasi Pendekatan Praktis Penulisan
Proposal dan Laporan Penelitian,UMM Press, Malang, him. 126.

16 Zainuddin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, him. 98.
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6. Analisis Data

Dalam analisis data ini menggunakan data primer yaitu dengan
melakukan wawancara di lembaga Kepolisian Resor Kota Besar Bandung
dan data sekunder yaitu menggunakan literatur bahan hukum antara lain
buku - buku, karya ilmiah para pakar maupun surat kabar baik cetak
maupun elektronik.

Data yang diperoleh dari sumber bahan dikumpulkan, dikaitkan
baru kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yakni suatu bentuk
pengolahan data yang pada awalnya panjang dan lebar kemudian diolah
menjadi suatu yang ringkas dan sistematis. Selanjutnya hasil analisis dari
sumber bahan hukum tersebut dikonstruksi berupa kesimpulan sehingga
hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian,
kemudian dapat ditarik kesimpulan secara umum.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan adalah hasil akhir dari sebuah penelitian yang disusun
sesuai dari penelitian, hasil data dan penelitian ini kemudian akan di tarik
kesimpulan secara indukatif.'” Proses berfikir secara indukatif itu sendiri
adalah cara mengambil kesimpulan yang di awali dari fakta atau data
khusus berdasarkan hasil penelitian lapangan, setelah mendapatkan hasil
dari pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris. Data dan fakta
hasil dari pengamatan empiris disusun, dikaji, dan diolah untuk di tarik

maknanya dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.

17 peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum, Ed 1, Cet 6, Kencana, Jakarta, him. 202.
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